
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: l5 lahun a0l'9

TENTANG

STANDAR BI.AYA KHUSTIS

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAER..{H FASILITASI PEMBIAYAAN

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

a

h

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IIIAHA ESA

WALIKOTA PAYAKTTMBUH,

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan berupa Pinjaman

pembiayaan daerah kepa'cla masyarakat pelaku usaha mikro

dan kecil oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPID) Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (PPK-BLUD);

. bahwa dalam rangka menjalankan aktifitas operasional

pelayanan dan penganggaran dalam rnerrjalankan praktek-

praktek bisnis yang sehat, perlu menetapkan Standar Biaya

Khusus;
. bahwa berdasarkzLn pertimbangan pada huruf a dan hurui b

diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbul't

tentang Standar Biaya Khusr.ls Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UFrfD) Fasilitasi PembiaYaan'

1' Undang-Undang Nomor B Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah

Provinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri

C

Nomor 8 Tahun 1970

KotamadYa Solok dan

tenta.ng Pelaksanaan Pemerintah

Payakumbuh (Lembaran Negara

2
Repubilik lndonesia Tahun 1956 Nomor i9);

Undang-Undang Nomor' 01 Tahun 2004 tentang tentang

Perbendaharaan Negara (Lembar an Negara Republil<

Indonesia Tahun 2004 Nomor O5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nom<.rr 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangar-t

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
J

Menimbang

Mengingat



4

(Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terrtang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubiik tndonesia Tahun 2014

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5587);

Peraturan Pemerrntah

Pengelolaan Keuangan

c Nomor

Badan

23 Tatrun 2005 tentang

Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahtrn 2005, 'lambahan Lembaralr

Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana yang

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indoncsia 'l'ahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 534) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 165, Tirmbahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagainrana

telah beberapa kali diubah teraktrir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

KeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomorl3Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 3 10) ;

Negeri Nomor 79 Tahun 2018

Umum Daerah ( Berita Negara
9 Peraturan

tentang

Republik

Menteri Dalam

Badan LaYanan

lndonesia Tahun 20 18 Nomor 12 13) ;



Menetapkan

Layanan Umum Daerah (BLUD)

10. Peraturan Daerah Kota Payakumbutr Nomoi 17 Tahun 20i6

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Payak'umbuh Tahur:2016 Nomor 17'

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pa1'akur:'buh Tahun 20 l5

Nomor 2 5) ;

11. Peraturan Walikota Kota Payaktlmbuh Nornor 1 I Tahun 20 13

tentang Penetapan Unit Peiaksana' Teknis Daerah (UPTD)

Fasilitasi Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Tahun 20 13 (Berita

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20 13 t'lomcr 1 1) ;

12. Peratusan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2O 17

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, serta Tata

Kerja UPTD pada Badan Keuangan Daerah K'rta Payakumbuh'

(Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahur'; 2C' 17 Nomor 96) ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG S'IAND.q'R BIAYA KHUSUS

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) FASILITASI

PEMBIAYAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA

PAYAKUMBUH

Pasal I

Daerah (UPID)
Menetapkan Stardar Biaya Khusus Unit Pelaksana Tekn:s

Fasilita;i Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

BerdasarkanPeraturanDalamNegeriNotncrTgTahun2Dl8padaPasal23
Ayat (1) Pejabat Pengelola Badan Layanan Umurn Daerah (BLUD) dar pegawai

BLUD dapat diberikan t-t-"'"t'"i sesuai dengan tanggung jawab dan

Profesionalisme dan Pasal 27 remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

ditetapkan paling Uanyak "tbe"a' 
9Oo/o dari remunerasi Pimpinan Badan

Pasal 2

Pasal 3

Standar Biaya Khusus UPTD Fasilitasi Pembiayaan berf:ngsi sebagai batas

p"-J.V".""",ertinggi dengan uraian sebagal berikut:

(1) Remunerasi (imbalan kerja) bagi Pegawai Negeri Sipil IPNS) Pengelola Unit



Pelaksana Teknis Daerah (uPrD) Fasilitasi Pem'oiayaan yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

dengan besaran sebagai berikut :

Satuan Harga Satuan

Rp. 3.200.000,-

Rp. 2.800.000,-

Urusan Keuangan/ Bendahara Rp. 2.400.0o0,-

Remunerasi (imbalan kerja/gaji) bagi Pengelola Unit Pelaksana

Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Non PNS diberikan dalam

honorarium bulanan dengan besaran sebagai berikut:

Teknis

bentuk

Satuan Harga Satuan

Perbulan UMP dengan

Pembulatan ke atas

Pembayaran Remunerasi bagi Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil ( Non PNS)

dibayarkan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikut nya'

(2) Di samping memperoleh gaji/remunerasi juga diberikan tunjangan lain-lain

berupa :

Har Satuan Keterangan

Rp. 500.000,-

Bulan Rp. 600.000,-

Bulan Rp. 600.000 .

U raianNo

Perbulan1 Pimpinan BLUD

2 Kasubag Tata Usaha Perbulan

Perbuiar,3

No Uraian

Remunerasi

PNS

Pengelola Non

SatuanNo Uraian

BulanT\rnjangan Kinerja

Pengelola Non PNS untuk
Tenaga Administrasi Yang

mendapat kendaraan roda

2 (dua)

1

T\rnjangan Kinerja

Pengelola Non PNS untuk

Tenaga Administrasi Yang

tidak mendapat kendaraan

roda 2 (dua)

2

o T\rnjangan Kinerja

Pengelola Non PNS untuk

Kasir Yang mendaPat

kendaraan roda 2 (dua)

I



BulanTtrnjangan Kinerja

Pengelola Non PNS untuk

Kasir yang tidak mendaPat

kendaraan roda 2 (dua)

4

Bulan5 T\rnjangan Kinerja

Pengelola Non PNS untuk
Tenaga Fasilitator

La

Bahan BakarBiaya

Minyak
6

TahunTunjangan Hari Raya9

Rp. 700.000,-

Rp, 700.000

Liter Rp. 6.450,-

(rnen;7e suaikan

derrgan harga

BBM)

Satu bulan

gaji/ remunerasi

(3) Besaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan adalah sesuai dengan nilai

SKP setiaP bulan

(4) Kriteria yang akan mempengaruhi tunjarrgan kinerja pegawai Non PNS :

A. Jika Kar5rawan tidak hadir memiliki kriteria dan besaran Pengurangafl sebagai

berikut:

a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan Pemotongan

Tunj angan Kinerja sebesar 5olo (lima per seratus) per hari;

b. Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah' bukan kedinasan' maka

dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per sratus) per hari;

Bagi petugas

lapangan

yang

memakai

kendaraan

operasional

diberikan

batuan BBM

sebesar Max.

2 (dua) liter
setiap hari

kerja di

bayarkan

dengan surat

tugas.

sesual

Dibayarkan

sebelum Hari

Raya Idul
Fitri.

.!(?!-. 
-



B

c. Tidak masuk kerja sebagaimana drmaksud pada poin a dan b maksimal

diberikan hanya 4 (empat) hari dalam 1 (satu) tahun berjaian dan dihitung

secara kumulatif;

d. Tidak masuk kerja dalam waktu 5 (lima) nar-i kerja berturut-turut dan telah

dipanggil secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berupa surat teguran dan

peringatal dan jika tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti

yang sah, maka Badan Keuangan Daerah dapat melakukan proses pemutusan

hubungan kerja.

e. Tidak masuk kerja karena cuti sakit yang dibuktikarr dengal surat keterangan

dari Dokter Pemerintah tidak dikenakan pengurangan kecuali sakit diatas 3

hari kerja dilakukan pengurangarr sebesar 3% (dua per seratus) per hari yang

dihitung Pada hari ke 4 (emPat);

f. Tidak masuk kerja karena cuti melahirkan tidak dikenakar pengurangan

untuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja dal dikenakan pengurangan

sebesar 3% (tiga per seratus) per hari yang dihitung pada hari ke 16 (enam

belas) ;

Terlambatdatangkekantormemilikikriteriadanbesararrpengurallgansebaga]
berikut:
a. Keteriambatan sampar dengan i5:59 (lirna belas menit i;ma puluh sembilan

detik), dikurangr sebesar 0, 5% (no1 koma lima per seratus) per hari;

b. Ke terlambatan dafi 16 (enanr belas) menit sampai dengarr 30:59 (tiga puluh

menit lima puluh sembilan detik)' dikurangi sebesar 1% (satu per seratus) per

hari;
Keterlambatan da-ri 3 I (tiga puluh satu) rnenit sampai dengan 45:59 (empat

puluh lima menit Iima puluh senbilan detik)' dikurang sebesar 15% (satu

setengah Per seratus) Per hari;

Keterlambatanlebihdari46(empatpuruhei-ram)menitsampaidengan60:59
(enam puluh menit lima puluh sembilan detik)' dik''r'rangi sebesar 2% (dua per

seratus) Per hari;

Keterlambatafidiatas6o(enampululr)menitrlianggaptidakmasukkerja
tanPa keterangan;

C. Pulang cepat atau meninggalkan kantor sebelum rvaktunya memiliki kriteria

dan besaran pengurangan sebagai berikut

a. Sakit, dikurangi sebesar 2o/o lduaper seratus) per hari' kecuali dibuktikan

dengan surat keterangan dokter;

b. Izin keperluan pribadi, dikurangi 3% (tiga per seratus) per hari;

c. Apabila tanpa keterangal' dikurangr sebesar 4o/o (empal per seratus) per hari;

C

d

e



(5) Petugas UPTD Fasilitasi Pembiayaan Non PNS (Non Pengelola) dapat

diberikandalambentukhonorariumbulanansebagaiberikut:

Satuan Harga Satuan

Perbulan Rp . 3.200.000,-

Pelbulan Rp. 3.200.000,-

(6) Pakaian Pengelola UPTD Fasilitasi Pembiayaan

Sa.t uan Harga Satuan

Srel,r Pasarrg Rp . 450.000,-

R . 400.000,-

Stei/ Pasaug Rp. 350,000,-

Stel/ Pasang Rp. 350.000,-

(7) Makan dan Minum

Harga Satuan

Rp 20.000,-

Rp . 25.000,-

Pembayaran Makan Harian Pegawai dibayarkan berdasarkan kehadiran

Pasal 4

Dengan

Nomor

Daerah

berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Payakumbuh

80 tahun 2018. tentang Standar Biaya Khusus Unit Pelaksana Teknis

(UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi'

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja UI/ID Fasilitasi Pembiayaan Kota

Payakumbuh.

UraianNo

1

Petugas

kebersihan

Keamanan / jasa securitY

Kebersihan I jasa2

U raianNo

Pakaian Dinas Harian Khusus1

Stel/ PasPakaian Muslim2

Pakaian Batik3

Pakaian Olah RagaJ

UraianNo
Satuan

BungkusMakan Harian Pegawai1

KotakMakan dan Minum Tamu2



Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan d
$ada tghggal

\*d*o,o

i Payakumbuh
t{ Tebruan aot9

PAYAKUMBUH,

)'

IE

tRIZA
/Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal tg Trbyuarl ,o(9
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

AM L

BERITA D H KOTA PA UMBUH TAHUN 2018 NOMOR

rt-


